MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONEISA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 4795 /KPTS-11/2002
TENTANG

KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI

PADA UNIT PENGELOLAAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

a.

Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 610/Kpts-11/1993 tanggal 12
Oktober 1993 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Alam
Secara Lestari pada Tingkat Manajemen Unit perlu disesuaikan dengan
perkembangan yang ada;

b. bahwa Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari yang bersifat wajib,
merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam pencapaian kelestarian
sumber daya hutan, sehingga diperlukan substansi Kriteria dan Indikator yang
bersifat kontekstual dan layak terap;

c. bahwaberhubung dengan hal di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan
Menteri Kehutanan tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam
Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya,;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerabh;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan
Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan,;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-11/1998 jo

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-11/1999 tentang



Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-11/2001, tentang Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Kehutanan.

Memperhatikan :

Criteria and Indicators for Sustainable Management of Natural Tropical Forests (was
adopted as a second Decision at the Twenty-fourth Session of the ITTC in Libreville,
Gabon in May, 1998 and published as the ITTO Policy Development Series No. 7 in
July, 1998)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN INDIKATOR
PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI PADA UNIT PENGELOLAAN

Pasal 1
Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit
Pengelolaan secara rinci sebagaimana lampiran Keputusan ini.

Pasal 2
Badan Usaha yang mendapat Hak Pengusahaan Hutan dan / atau ljin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di hutan alam produksi wajib melaksanakan
Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari.

Pasal 3
1. Pencapaian Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari dinilai dengan kriteria
dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
2. Tata cara penilaian pencapaian Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari
ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
610/Kpts-11/1993 tanggal 12 Oktober 1993 tentang Kriteria dan Indikator
Pengelolaan Hutan Produksi Alam Secara Lestari pada Tingkat Manajemen Unit,
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 3 Juni 2002

MENTERI KEHUTANAN,
Ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA



SALINAN Keputusan ini

disampaikan kepada Yth. :

Sdr. Menteri Kabinet Gotong Royong;

Sdr. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia,;

Sdr. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia;
Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten di seluruh Indonesia;
Sdr. Ketua MPI;

Sdr. Ketua APHI;

Sdr. Ketua APKINDO;

. Sdr. Ketua ISA;

0. Sdr. Ketua ASMINDO.
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